
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 74,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Pe.nyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas· dari Korupsi, 
Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

a. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Walikota Nomor 29 Tahun 2017 ten tang· Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar, 
dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai Kebijakan 
Akuntasi terkait Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar 
yang berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah, 
dipandang perlu diatur dalam Peraturan Walikota Makassar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Makassar tentang Perubahan Ketiga Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Makassar . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Mengingat 

~ ... 

Menimbang 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 75 TAHUN 2019 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar 
dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerin tah N omor 51 Tah un 1 971 ten tang 
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan 
Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene · dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) · sebagaimana telah di ubah terakhir 
denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

~· .. 



3 

Menambahkan ketentuan tentang penyajian Laporan Keuangan BLUD 
sebagairnana tercantum dalam Lampiran Nomor 8-29 pada Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) .angka, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
instansi di lingkungan pemerintah daerah clan yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

Pasall 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
KOTA MAKASSAR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/.Jaea Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah terakhir _dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157}; 

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 ten tang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah 
kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kata Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 

19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran 
Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kata Makassar 
(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 29). 
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SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

Ditetapkan di Makassar 
padatanggal 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Pasal III 

6 Desember 2019

5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

77


